
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 28  TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan barang milik daerah, diperlukan 
adanya tertib administrasi dan penataan aset 
daerah dalam pengelolaan barang milik daerah 
berupa rumah dinas daerah Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tetap 
menjunjung tinggi good governance; 

b. bahwa saat ini fasilitas rumah dinas di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat dalam pengelolaannya belum terawasi 
dan termanfaatkan dengan baik sesuai 
peruntukan rumah dinas daerah sehingga 
dapat merugikan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat sebagai pemilik aset daerah 
jika tidak ditertibkan pengelolaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang 
Tata Cara Pengelolaan Rumah Dinas Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Dinas Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Dinas Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, 
Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas 
Rumah Negara; 
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10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
138/ PMK. 06 /2010 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
368); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pen gawasan dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 52 / PMK.06 / 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 244/ PMK.06 /2012 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 
Pengendalian Barang Milik Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
492); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 
Nomor 6); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 
Nomor 31). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGELOLAAN RUMAH DINAS DAERAH. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah. 

7. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. 

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai 

fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 

keuangan daerah. 
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11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Perda. 

13. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dani 

perolehan lainnya yang sah. 

14. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna 

Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. 

16. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah 

Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

mengurus barang. 

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 

BMD pada Pengguna Barang. 

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan BMD pada Pengelola Barang. 

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan BMD pada Pengguna Barang. 

21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung-

jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

22. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan atau tidak 

mempunyai jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 
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23. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah 

Tenaga Kontrak Khusus, Pensiunan, dan Janda/Duda PNS; 

24. Rumah Negara adalah Rumah Dinas Daerah; 

25. Rumah Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Dinas 

adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat dan berfungsi sebagai tempat tinggaI atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas 

pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. 

26. Rumah Dinas Golongan I adalah Rumah Dinas yang dipergunakan bagi 

pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat 

tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama 

pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 

27. Rumah Dinas Golongan II adalah rumah dinas yang mempunyai 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan i satuan kerja perangkat 

daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri 

sipil dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan 

pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

28. Rumah Dinas Golongan III adalah rumah dinas yang tidak 

termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada 

penghuninya. 

29. Penetapan Status Rumah Dinas adalah keputusan yang 

menetapkan status golongan Rumah Dinas ke dalam Rumah Dinas 

Golongan I, Rumah Dinas Golongan II, atau Rumah Dinas Golongan III 

yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta 

atau tidak beserta tanahnya. 

30. Pengalihan Status Rumah Dinas adalah perubahan status Rumah Dinas 

Golongan II me-njadi Rumah Dinas Golongan III, atau perubahan status 

Rumah Dinas Golongan I menjadi Rumah Dinas Golongan II atau 

sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun 

beserta atau tidak beserta tanahnya. 

31. Pengalihan Hak Rumah Dinas adalah penjualan Rumah Dinas 

Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah 

Susun beserta atau tidak berserta tanahnya kepada penghuni dengan 

cara sewa 

32. Penghuni Rumah Dinas adalah Pejabat atau PNS /Non PNS Daerah 

yang menempati Rumah Dinas; 



33. Surat Izin Penghunian -7-  adalah surat izin untuk 

menghuni/menernpati rumah dinas daerah yang diterbitkan oleh 

Sekretaris Daerah/ Pejabat ditunjuk; 

34. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah 

tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

pengawasan dan pengendalian. 

35. 

 

Penjualan Rumah Dinas Golongan III adalah pengalihan kepemilikan 

BMD berupa Rumah Dinas kepada penghuni dengan menerima 

penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka 

pengalihan hak Rumah Dinas. 

36. 

 

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

37. 

 

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

BMD. 

38. 

 

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dan i daftar barang 

dengan menerbitkan keputusan dan i pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang dan i tanggung jawab administrasi dan fisik atas 

barang yang berada dalam penguasaannya. 

39. 

 

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 

atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu. 

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah 

Pu 

 sat

e bukti 

Pemerintah Daerah. 

Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang rupakan 

kepemilikan atas BMD. 

Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD. dan Penilai 

m 

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang 

digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

45. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD 

yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

46. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 
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47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pengelolaan BMD berupa Rumah Dinas. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMD 

berupa Rumah Dinas yang tertib, terarah, dan akuntabel. 

BAB III 

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 

a. Penetapan penggolongan dan status; 

b. Pengalihan status dan hak; 

c. Pengadaan; 

d. Penggunaan; 

e. Pemindahtanganan; 

f. Penghapusan; 

g. Penatausahaan; 

h. Pengawasan dan pengendalian. 

Bagian Kedua 

Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Pasal 4 

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. 

(2) Bupati dapat melimpahkan tanggung jawab pengelolaan Rumah 

Dinas kepada Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang mempunyai tanggung jawab 

melaksanakan pendaftaran Rumah Dinas yang berada dalam lingkup 

wewenang SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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(4) Tanggung jawab Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
termasuk juga tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan 
Rumah Dinas, memungut retribusi/sewa atas pemakaian Rumah 
Dinas dan menyetorkan uang retribusi/sewa dan i Pengguna Rumah 

Dinas ke kas daerah. 

BAB IV 

PENETAPAN PENGGOLONGAN 

DAN PENETAPAN STATUS RUMAH DINAS 

Pasal 5 

(1) Rumah Dinas yang akan dipergunakan oleh PNS Daerah terlebih 

dahulu telah ditetapkan penggolongan dan status Rumah Dinas. 

(2) Penetapan penggo1ongan dan status Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rumah Dinas Golongan I dengan status rumah jabatan; 

b. Rumah Dinas Golongan II dengan status rumah untuk SKPD; dan 

c. Rumah Dinas Golongan III dengan status rumah untuk PNS 

Daerah. 

(3) Rumah Dinas Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a terdiri atas; 

1. Rumah Dinas Golongan I/a yang meliputi : 

a. Rumah Jabatan Bupati; 

b. Rumah Jabatan Wakil Bupati; 

2. Rumah Dinas Golongan I/b meliputi ; 

a. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah; 

b. Rumah Jabatan Ketua DPRD; 

c. Rumah Jabatan Waki1 Ketua DPRD; 

(4) Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf b terdiri atas; 

1. Rumah Dinas Golongan II/a adalah Rumah Jabatan Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

2. Rumah Dinas Golongan IIb adalah Rumah Dinas yang 

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan i suatu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hanya disediakan untuk 

didiami oleh PNS pemda yang bersangkutan; 

(5) Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf c adalah Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah. 
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Pasal 6 

(1) Untuk menentukan Golongan Rumah Dinas dilakukan penetapan 

status Rumah Dinas sebagai Rumah Dinas Golongan I, Rumah 

Dinas Golongan II dan Rumah Dinas Golongan III. 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang 

diajukan oleh Pengguna Barang. 

(3) Penetapan golongan dan status Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui 

Pengelola Barang atas usul Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang. 

Pasal 7 

(1) Rumah Dinas golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf a, adalah rumah Dinas dipergunakan bagi pemegang 

jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal 

di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat 

yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 

(2) Rumah Dinas golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 

(2) huruf b, adalah Rumah Dinas yang mempunyai hubungan yang 

tidak dapat dipisahkan dan i suatu SKPD dan hanya disediakan 

untuk didiami oleh PNS Daerah yang bersangkutan. 

(3) Termasuk dalam Rumah Dinas golongan II adalah rumah Dinas yang 

berada dalam satu kawasan dengan SKPD pada pemerintah daerah. 

(4) Rumah Dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf c, adalah rumah Dinas yang tidak termasuk golongan I 

dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 

BAB V 

PENGALIHAN STATUS DAN HAK ATAS RUMAH DINAS 

Bagian Pertama 

Pengalihan Status 

Pasal 8 

(1) Rumah Dinas Golongan I tidak dapat dialihkan statusnya, kecuali 

karena adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi 

fun.gsi yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya 

menjadi Rumah Dinas Golongan II setelah mendapat persetujuan 

Bupati. 
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(2) Rumah Dinas yang dapat dialihkan statusnya yaitu Rumah Dinas 

Golongan II menjadi Rumah Dinas Golongan III. 

(3) Rumah Dinas Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah 

Dinas Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan. 

(4) Rumah Dinas Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama 

daerah yang langsung melayani atau terletak di lingkungan kantor 

SKPD, rumah sakit, sekolah atau laboratorium/balai penelitian 

tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan III. 

(5) Rumah Dinas Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi 

Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status 

golongannya dan i golongan II menjadi golongan III setelah mendapat 

izin dan i pemegang hak atas tanah. 

Pasal 9 

(1) Pengelola Barang dapat melakukan perubahan status Rumah Dinas 

Golongan I menjadi Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan: 

a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau 

b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula. 

(2) Sebelum melakukan perubahan status Rumah Dinas Golongan I 

menjadi Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan pertimbangan 

teknis kepada Bupati dengan melampirkan: 

a. surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan 

organisasi dan/atau surat keputusan tidak memenuhi fungsi 

sebagaimana ditetapkan semula; 

b. jumlah rumah jabatan yang ada; 

c. analisis kebutuhan rumah jabatan; 

d. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan I; 

dan 

e. gambar leger/garnbar arsip berupa rumah dan gambar situasi 

yang akan diusulkan perubahannya menjadi Rumah Dinas 

Golongan II. 

(3) Pengelola Barang melakukan kajian atas permohonan Pengguna 

Barang/Kepala SKPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dan menetapkan pertimbangan teknis. 
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(4) Dalam pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 

Pengelola Barang memberikan rekomendasi atas usul perubahan 

status Rumah Dinas Golongan I menjadi Rumah Dinas Golongan II. 

(5) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (4), Bupati menetapkan perubahan status Rumah Dinas 

Golongan I menjadi Rumah Dinas Golongan II. 

(6) Keputusan perubahan status Rumah Dinas Golongan I menjadi 

Rumah Dinas Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 

tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan Pengguna 

Barang. 

Pasal 10 

(1) Bupati dapat melakukan perubahan status Rumah Dinas Golongan II 

menjadi Rumah Dinas Golongan I untuk memenuhi kebutuhan 

rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dengan 

ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagaimana 

rumah jabatan berdasarkan tipe dan kelas Rumah Dinas, serta tersedia 

rumah pengganti. 

(2) Penetapan Status Rumah Dinas Golongan II menjadi Rumah Dinas 

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Bupati. 

(3) Keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan II menjadi 

Rumah Dinas Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan Pengguna 

Barang. 

Pasal 11 

(1) Penetapan status Rumah Dinas golongan II menjadi golongan I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan persyaratan 

sebagai berikut : 

a. umur Rumah Dinas paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak 

dimiliki oleh Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya 

sebagai Rumah Dinas; 

b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan ; 

c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan 

surat pernyataan dan i SKPD yang bersangkutan; dan/atau 

d. secara teknis memadai sebagai rumah jabatan yang 

diperuntukkan bagi pejabat yang bersangkutan. 
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Pasal 12 

(1) Pengalihan status Rumah Dinas golongan II menjadi golongan III 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. umur Rumah Dinas paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak 

dimiliki oleh Daerah atau sejak ditetapkan perubahan 

fungsinya sebagai Rumah Dinas; 

b. status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan 

surat pernyataan dan i SKPD yang bersangkutan; 

d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai PNS Daerah 

paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan/atau 

e. penghuni Rumah Dinas memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) 

yang sah dan suami istri yang bersangkutan belum pernah 

membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dani 

Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f. penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan 

Pengalihan Hak Rumah Dinas paling singkat 1 (satu) tahun 

terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Dinas Daerah 

Golongan III dengan ketentuan: karena kelalaian mengajukan 

permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi 

membayar sewa 2 (dua) kali dan i sewa setiap bulannya yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 13 

(1) Pengalihan Status Rumah Dinas Golongan II menjadi Rumah Dinas 

Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

dilakukan berdasarkan permohonan penghuni. 

(2) Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Dinas Golongan II 

menjadi Rumah Dinas Golongan III kepada Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan kajian terhadap usul Pengalihan Status 

Rumah Dinas Golongan II menjadi Rumah Dinas Golongan III 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan: 

a. statistik Rumah Dinas yang ada; 

b. jumlah Rumah Dinas; dan 



Pengalihan Status Rumah 

formulir permohonan dan 

-14- 

c. analisis kebutuhan Rumah Dinas. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan dokumen: 

a. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan II; 

b. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan II; 

c. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin 

Penghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan II dan i SKPD yang 

bersangkutan; dan 

d. gambar leger/gambar arsip berupa rumah clan gambar situasi. 

(5) Berdasarkan kajian yang dilakukan Pengelola Barang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4), Bupati mempertimbangkan usul 

Pengalihan Status Rumah Dinas Golongan II yang berdiri sendiri 

beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi Rumah Dinas Golongan 

(6) Bupati memberikan persetujuan secara tertulis atas usul 

Pengalihan Status Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5). 

(7) Dalam hal Bupati menolak usul Pengalihan Status Rumah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka penolakan tersebut 

disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) bulan dengan disertai alasan penolakan. 

Pasal 14 

Berdasarkan persetujuan atas usul Pengalihan Status Rumah Dinas 

Golongan II mejadi Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (6), Pengelola Barang yang 

mengajukan permohonan 

Bupati, dengan mengisi 

dokumen sebagai berikut: 

a. gambar leger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi; 

b. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan II 

yang dilegalisir paling rendah oleh pejabat eselon II instansi yang 

bersangkutan; 

c. salinan tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan tentang 

penguasaan tanah; 

d. salinan keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan 

perolehan dan i SKPD yang bersangkutan; 

bersangkutan 

Dinas kepada 

melampirkan 
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e. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan 

m em ban gu n dan i in stan si yang bersangkutan; 

f. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan II; 

g. surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat 

Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan II dan i SKPD yang 

bersangkutan; 

h. berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah yang dibuat 

oleh SKPD yang bersangkutan; 

i. surat keterangan dan i SKPD yang bersangkutan bahwa rumah dan 

tanahnya tidak dalam sengketa; 

j. surat pernyataan kesanggupan membeli Rumah Dinas oleh 

penghuni; dan 

k. surat izin dan i pemegang hak atas tanah apabila Rumah Dinas 

tersebut berdiri di atas tanah pihak lain. 

Pasal 15 

(1) Berdasarkan usul Pengalihan Status Dinas Golongan II menjadi Rumah 

Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), 

Bupati melakukan kajian berdasarkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Dalam hal Bupati menerima usul sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), Bupati menetapkan status Rumah Dinas Golongan II menjadi 

Rumah Dinas Golongan III. 

(3) Dalam hal Bupati menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bupati menyampaikan penolakan kepada Pengelola Barang yang 

mengusulkan disertai dengan alasan penolakan. 

(4) Keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Pengelola 

Barang dan Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(5) Pengelola Barang menyampaikan daftar Rumah Dinas Golongan III 

sebagai BMD yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada Bupati. 

(6) Berdasarkan keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Golongan III, 

Kepala SKPD/Pengguna Barang mengusulkan penghapusan kepada 

Pengelola Barang untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Rumah 

Dinas Golongan II dan dicatat kembali menjadi Rumah Dinas Gol. III. 

(7) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 

disampaikan kepada Bupati dan Pengguna Barang. 
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Bagian Kedua 

Pengalihan Ha k 

Pasal 16 

(1) Rumah Dinas yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Dinas 

golongan III dengan ketentuan 

a. yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih; 

b. tidak dalam keadaan sengketa; dan 

c. perencanaan awal diperuntukan Sewa Beli 

(2) Umur Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1), 

diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status 

oleh Bupati. 

(3) Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat 

dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni. 

(4) Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya. 

(5) Suami dan istri yang masing-masing mendapat izin menghuni Rumah 

Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

diberikan kepada salah satu suami dan istri yang bersangkutan. 

(6) Pegawai negeri. Sipil dan/atau pejabat daerah yang telah 

memperoleh rumah dan/atau tanah dan i pemerintah daerah, tidak 

dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah 

Dinas; 

Pasal 17 

(1) Penghuni Rumah Dinas Golongan III yang dapat mengajukan 

permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a. pegawai negeri sipil: 

1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun; 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sail; dan 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dari pemerintah daerah berdasarkan 

peratu ran perundang-undangan yang berlaku. 

b. pensiunan pegawai negeri sipil: 

1. menerima pensiun dan i Negara; 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
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3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dan i pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. janda/duda pegawai negeri sipil: 

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan i Negara 

yang: 

a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya 

mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada 

Pemerintah Daerah; atau 

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah 

dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi 

janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun, 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dan i Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan 

sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku: 

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan i Negara; 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dan i Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. pejabat daerah, janda/duda pejabat daerah: 

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan i Negara; 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sail; dan 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tanah dan i Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Apabila penghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak 

atas Rumah Dinas dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni 

yang bersangkutan; 
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(3) Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak 

sah, maka Rumah Dinas dikembalikan ke Pemerintah Daerah. 

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengguna 

Barang mengajukan usulan penjualan Rumah Dinas golongan III 

Kepada Bupati. 

(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan 

pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan 

penghuni Rumah Dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4). 

Pasal 18 

(1) Bupati melalui Pengelola Barang menu gaskan Penilai untuk 

melakukan penilaian atas Rumah Dinas golongan III yang akan 

dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati. 

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim. 

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 

disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan 

penjualan Rumah Dinas golongan III. 

(4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak Rumah Dinas 

golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (3). 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan 

menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan 

surat keputusan. 

(6) Pelaksanaan penjualan BMD berupa Rumah Dinas golongan III dalam 

bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan 

melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah Dinas dan 

penetapan harga Rumah Dinas golongan III setelah penerbitan 

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). 

(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Bupati 

memberitahukan kepada Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III 

disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni Rumah Dinas 

golongan III. 
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Pasal 19 

(1) Pengalihan hak atas Rumah Dinas Golongan III sebagaimana 

dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara sewa beli. 

(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Dinas 

golongan III. 

(3) Penghunian atas Rumah Dinas yang dalam proses sewa beli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan sebagian 

atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni setelah mendapat 

izin Bupati. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Harga Rumah Beserta Harga Tanah 

Pasal 20 

(1) Taksiran harga Rumah Dinas Golongan III berpedoman pada nilai 

biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang 

bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan 

menurut umur bangunan. 

(2) Penetapan taksiran harga tanah berpedoman pada Nilai Jual 

Objek Pajak pada waktu penaksiran. 

(3) Harga Rumah Dinas Golongan III beserta atau tidak beserta 

tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran 

dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk 

Bupati. 

Pasal 21 

(1) Harga Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebesar : 

a. 50 % (lima puluh persen) dan i harga taksiran dan penilaian yang 

dilakukan oleh panitia berdasarkan standar tipe dan kelas 

bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri; atau/ 

b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dan i nilai wajar. 

(2) Harga Rumah Dinas Golongan III yang tidak sesuai dengan standar 

tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Keempat 

Cara Pembayaran 

Pasal 22 

(1) Pembayaran harga Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 dilaksanakan secara angsuran. 

(2) Apabila rumah yang dialihkan haknya sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) terkena rencana tata ruang pembayarannya dapat dilakukan 

secara tunai. 

(3) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima per 

persen) dan harga rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 

pasal 20 ayat (3), dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli 

ditandatangani, sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu paling 

cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun. 

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas 

Umum Daerah. 

Bagian Kelima 

Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah 

Pasal 23 

(1) Penghuni yang telah membayar lunas harga Rumah Dinas Golongan III 

beserta tanahnya, memperoleh: 

a. Penyerahan hak milik rumah, dan 

b. Pelepasan hak atas tanah. 

(2) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah hanya memperoleh 

penyerahan hak milik rumah. 

(3) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik rumah dan 

pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta 

penghapusan dan i daftar BMD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(5) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah 

dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar 

lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
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(6) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik 

rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak 

atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas 

tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dan i Daftar BMD. 

BAB VI 

PENGADAAN RUMAH DINAS 

Pasal 24 

(1) Pengadaan Rumah Dinas dapat dilakukan dengan cara : 

a. pembangunan; 

b. pembelian; 

c. tukar menukar atau tukar bangun; atau 

d. hibah. 

(2) Pelaksanaan pengadaan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 25 

(1) Pembangunan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan tipe dan kelas bangunan, 

pangkat dan golongan PNS pada suatu lokasi tertentu di atas tanah 

yang sudah jelas status haknya. 

(2) Pembangunan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

(3) Pelaksanaan pembangunan Rumah Dinas sebagaimanan dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 26 

(1) Pengadaan Rumah Dinas dengan cara pembelian, tukar menukar, 

tukar bangun, atau hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 

(1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan secara langsung 

dengan masyarakat atau badan usaha. 
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(2) Pengadaan Rumah Dinas dengan cara tukar menukar atau tukar 

bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c 

dilakukan terhadap bangunan dan/atau tanah milik pemerintah 

daerah pada SKPD pengguna barang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tipe dan kelas Rumah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB VII 

PENGUNAAN RUMAH DINAS 

Pasal 27 

(1) Penghunian Rumah Dinas hanya dapat diberikan kepada Pejabat dan 

PNS Daerah. 

(2) Untuk dapat menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). 

(3) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

diberikan oleh pejabat yang berwenang pada pemerintah daerah. 

(4) Pemilik Surat Izin Penghunian (SIP) wajib menempati Rumah Dinas 

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

Surat Izin Penghunian (SIP) diterima. 

(5) Suami istri yang masing-masing berstatus PNS Daerah, hanya dapat 

menghuni satu Rumah Dinas. 

(6) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(5) diberikan apabila suami istri tersebut bertugas dan bertempat 

tinggal di daerah yang berlainan. 

(8) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagai dimaksud pada ayat (3) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 

Peraturan Bupati mi. 

Pasal 28 

(1) Penghuni Rumah Dinas berkewajiban: 

a. membayar sewa rumah sesuai ketentuan perundang-

undangan; 

b. memelihara dan memanfaatkan Rumah Dinas sesuai dengan 

fungsinya; 
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c. tidak menyerahkan sebagian dan/atau keseluruhan Rumah 

Dinas kepada pihak lain; dan 

d. tidak melakukan penambahan, pengurangan dan atau 

mengubah bentuk/renovasi/rehab rumah dinas. 

(2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d setelah 

mendapatkan persetujuan dan i Bupati dan tidak menuntut ganti rugi 

atas biaya perbaikan yang telah dikeluarkan. 

(3) Bentuk Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas sebagai 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

Pasal 29 

(1) BMD berupa Rumah Dinas harus dilakukan penetapan status 

penggunaan oleh Pengelola Barang. 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II ditetapkan status 

penggunaannya pada Pengguna Barang; 

b. Rumah Dinas Golongan III ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang Rumah Dinas Golongan III. 

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang 

diajukan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Dinas 

Golongan III. 

Pasal 30 

(1) BMD berupa rumah Dinas hanya dapat digunakan sebagai tempat 

tinggal pejabat atau PNS Daerah yang bersangkutan yang memiliki 

Surat Izin Penghunian (SIP). 

(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan rumah Dinas 

Golongan I dan rumah Dinas golongan II dalam menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(3) Pengguna Barang rumah Dinas golongan I dan rumah Dinas 

golongan II wajib menyerahkan Rumah Dinas yang tidak digunakan 

kepada Pengelola Barang. 

Pasal 31 

(1) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 

(1) untuk Rumah Dinas golongan I ditandatangani Pengelola Barang. 
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(2) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) untuk rumah Dinas golongan II dan golongan HI 

ditandatangani Pengguna Barang. 

Pasal 32 

(1) BMD berupa Rumah Dinas dapat dilakukan alih status penggunaan. 

(2) Alih status penggunaan: 

a. antar Pengguna Barang untuk Rumah Dinas golongan I dan 

Rumah Dinas golongan II; 

b. dan i Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah Dinas 

golongan III, untuk rumah Dinas golongan II yang akan 

dialihkan statusnya menjadi rumah Dinas golongan III; atau 

c. dan i Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III kepada 

Pengguna Barang, untuk Rumah Dinas golongan III yang telah 

dikembalikan status golongannya menjadi Rumah Dinas 

golongan II. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dani 

Bupati. 

(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

b, hanya dapat dilakukan apabila BMD berupa Rumah Dinas telah 

berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh 

pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya 

sebagai Rumah Dinas. 

(5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya dengan: 

a. persetujuan tertulis dan i Bupati mengenai pengalihan status 

golongan Rumah Dinas dan i rumah Dinas golongan II menjadi 

Rumah Dinas golongan III; 

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dan i Pengguna 

Barang Rumah Dinas golongan III; 

c. salinan keputusan penetapan status Rumah Dinas golongan II; 

d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas gol. II; dan 

e. garnbar /eger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. 

(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan 

keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka 

pengajuan usulan pengalihan status penggunaan. 
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Pasal 33 

(1) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan alih fungsi 

BMD berupa Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas Golongan II, 

menjadi bangunan kantor. 

(2) Alih fungsi Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas Golongan II 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

BAB VIII 

PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 34 

(1) Pemindahtanganan Rumah Dinas dilakukan dengan mekanisme: 

a. Penjualan; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

(2) Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap 

Rumah Dinas Golongan III dengan perencanaan awal peruntukan sewa 

beli. 

(3) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah atau 

penyertaan modal pemerintah daerah hanya dapat dilakukan terhadap 

Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas Golongan II. 

(4) Pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah atau 

penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan terhadap 

Rumah Dinas Golongan III setelah Rumah Dinas tersebut dikembalikan 

statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan II. 

(5) Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

merupakan Rumah Dinas Golongan III yang belum mendapatkan 

persetujuan penjualan dan i Pengelola Barang, belum dilakukan proses 

sewa beli kepada penghuni, dan belum ada penetapan pengalihan hak 

dan i Pengguna Barang Rumah Dinas Golongan III. 
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Bagian Kedua 

Pelaksanaan 

Pasal 35 

(1) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(2) dilakukan kepada penghuni yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 

mekanisme tidak secara lelang. 

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan terhadap Rumah Dinas yang tidak dalam keadaan sengketa. 

Pasal 36 

(1) Pengajuan usul penjualan BMD berupa Rumah Dinas golongan III 

dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III kepada 

Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: 

a. surat pernyataan dan i Pengguna Barang Rumah Dinas golongan 

III yang menyatakan bahwa Rumah Dinas yang diusulkan 

untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa; 

b. keputusan penetapan status Rumah Dinas golongan III; 

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan 

BMD; 

d. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas golongan III; 

e. gambar/ leger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan 

bangunan Rumah Dinas golongan III; dan 

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Dinas 

golongan III dan i Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III. 

(2) Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III bertanggung jawab penuh 

atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 37 

(1) Penjualan Rumah Dinas golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang 

setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan i Bupati. 

(2) Penjualan Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak Rumah Dinas 

Golongan III. 
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(3) Dalam hal nilai usulan penjualan Rumah Dinas Golongan III di atas 

Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka persetujuan 

penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

(4) 

 

Dalam hal usulan penjualan Rumah Dinas Golongan III disetujui, maka 

Bupati menerbitkan surat persetujuan penjualan Rumah Dinas 

Golongan III. 

(5) 

  

Dalam hal usulan penjualan Rumah Dinas Golongan III tidak disetujui, 

maka Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan Rumah 

Dinas Golongan III disertai alasannya. 

Pasal 38 

(1) Pengajuan usul penjualan Rumah Dinas Golongan III dilakukan oleh 

Pengelola Barang Rumah Dinas Golongan III kepada Bupati, yang 

sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: 

a. surat pernyataan dan i Pengguna Barang Rumah Dinas Golongan III 

yang menyatakan bahwa Rumah Dinas yang diusulkan untuk dijual 

tidak dalam keadaan sengketa; 

b. keputusan penetapan status Rumah Dinas Golongan III; 

c.. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD; 

d. surat izin penghunian Rumah Dinas Golongan III; 

e. gambar/leger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah dan bangunan 

Rumah Dinas Golongan III; 

f. daftar rekapitulasi Rumah Dinas Golongan III yang untuk dijual; 

g. 

 

surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Dinas 

Golongan III dan i Pengguna Barang Rumah Dinas Golongan III; dan 

h 

  

Dokumen Perjanjian Sewa Beli 

(2) Pengelola Barang Rumah Dinas Golongan III bertanggung jawab penuh 

atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 39 

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (4), Pengelola Barang Rumah Dinas Golongan III menerbitkan 

keputusan pengalihan hak Rumah Dinas Golongan III sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



-28- 

(2) Pelaksanaan penjualan Rumah Dinas Golongan III dalam bentuk 

pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan 

salinan Keputusan Pengalihan Hak Rumah Dinas dan Penetapan Harga 

Rumah Dinas Golongan III paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 40 

Tukar menukar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(3) yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau 

tidak beserta tanahnya harus memperoleh penggantian sekurang-

kurangnya berupa Rumah Dinas yang jumlah dan tipenya sama dengan 

Rumah Dinas yang dilepas. 

Pasal 41 

Hibah Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat 

dilakukan kepada: 

a. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; atau 

b. lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau organisasi 

kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dan i instansi 

teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah 

sebagai lembaga/organisasi termaksud. 

Pasal 42 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) hanya dapat diberikan kepada: 

a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMD); atau 

b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pasal 43 

Pelaksanaan pemindahtanganan dengan mekanisme tukar menukar, hibah 

dan penyertaan modal pemerintah daerah atas Rumah Dinas dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IX 

PENGHAPUSAN 

Pasal 44 

( 1) Penghapusan Rumah Dinas dilakukan berdasarkan keputusan 

penghapusan yang diterbitkan oleh: 

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dan i Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang ; dan 

b. Bupati untuk penghapusan dan i Daftar BMD Pengelola Barang. 

(2) Penghapusan BMD berupa Rumah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi: 

a. penghapusan BMD berupa Rumah Dinas golongan I dan Rumah 

Dinas golongan II dan i Daftar Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa 

Pengguna Barang lainnya; 

b. penghapusan BMD berupa Rumah Dinas golongan III dan i daftar 

barang Pengguna/ Kuasa Pengguna kepada Bupati atau 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain Rumah Dinas 

golongan III; atau 

c. Penghapusan Rumah Dinas dan i Daftar BMD pada Pengelola 

Barang. 

(3) Penghapusan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dan: 

a. penyerahan kepada Pengelola Barang; 

b. penetapan status Rumah Dinas Golongan III; 

c. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain; 

d. alih fungsi menjadi bangunan kantor; 

e. pemindahtanganan; atau 

f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana 

alam atau terkena dampak dan i terjadinya force majeure. 

(4) Penghapusan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dan: 

a. penyerahan kepada Pengelola Barang; 

b. penjualan dalam bentuk pengalihan hak; 

c. pembatalan pengalihan status golongan Rumah Dinas dari 

golongan II ke Rumah Dinas Golongan III; atau 
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d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

rnenjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana 

alam atau terkena dampak dan i terjadinya force majeure. 

(5) Penghapusan dan i Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dan: 

a. pemindahtanganan; atau 

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab Penghapusan, antara lain terkena bencana 

alam, atau terkena dampak dan i terjadinya force majeure. 

Pasal 45 

Penghapusan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

dilakukan setelah keputusan Penghapusan diterbitkan oleh: 

a. Pengelola Barang untuk Rumah Dinas Golongan I dan Rumah 

Dinas Golongan II setelah mendapatkan persetujuan Bupati, 

untuk Penghapusan dan i Daftar Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna; 

b. Pengelola Barang Rumah Dinas Golongan III setelah mendapatkan 

persetujuan Bupati, untuk Penghapusan dan i Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Dinas Golongan III; atau 

c. Bupati, untuk Penghapusan dan i Daftar BMD Pengelola Barang. 

Pasal 46 

( 1) Pengelola Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan 

Penghapusan dan i Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan keputusan tersebut. 

(2) Pengelola Barang Rumah Dinas Golongan III wajib menyampaikan 

laporan pelaksanaan Penghapusan Rumah Dinas Golongan III kepada 

Pengelola Barang dengan melampirkan: 

a. keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Rumah Dinas Golongan III; 

b. keputusan pengalihan hak dan penetapan harga Rumah Dinas 

Golongan III; dan 

c. perjanjian sewa beli, paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
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Pasal 47 

Nilai Rumah Dinas yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam: 

a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang 

Kuasa Pengguna (DBP/DBKP) dan/atau Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna; 

b. DBP/DBKP Rumah Dinas Golongan III dan/atau Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Dinas Golongan III; dan/atau 

c. Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan/atau Laporan Barang 

Milik Daerah (LBMD). 

BAB X 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 48 

Penatausahaan Rumah Dinas meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan. 

Pasal 49 

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang 

Rumah Dinas Golongan III melakukan penatausahaan Rumah Dinas 

secara tersendiri atas pelaksanaan pengelolaan BMD berupa Rumah 

Dinas yang ada dalam penguasaannya. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dani 

penatausahaan BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 50 

Pembukuan dalam rangka penatausahaan Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan 

dengan pengelolaan Rumah Dinas, meliputi: 

a. penetapan/alih status penggunaan; 

b. penetapan/alih status golongan; 

c. alih fungsi; 

d. pemindahtanganan; dan 

e. Penghapusan. 

Pasal 51 

(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 

5 (lima) tahun. 
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(2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik Rumah 

Dinas sekurang-kurangnya meliputi: 

a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan; 

b. status penggunaan; 

c. status penghunian; 

d. nilai dan luas tanah dan bangunan; 

e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan 

f. kondisi bangunan 

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh 

Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Rumah Dinas Golongan III kepada Bupati. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah disampaikan 

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan inventarisasi. 

(5) Tata cara pelaksanaan inventarisasi Rumah Dinas merupakan bagian 

dan i inventarisasi BMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Pasal 52 

(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan Rumah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan setiap semester dan tahunan. 

(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas 

Rumah Dinas sebagai bagian dan i pelaporan BMD 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 

kegiatan pembukuan dan inventarisasi Rumah Dinas. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Bupati. 

Pasal 53 

Pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Rumah Dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 dilakukan 

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang 

penatausahaan BMD. 

BAB XI 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH DINAS 

Pasal 54 

(1) Pembinaan terhadap Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas 

Golongan II dilakukan oleh Bupati dan pembinaan terhadap Rumah 

Dinas Golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang. 
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(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Dinas Golongan III 

wajib melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah 

Dinas yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XII 

GANTI RUGI DAN SANKSI 

Bagian Kesatu 

Ganti Rugi 

Pasal 55 

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ 

pelanggaran hukum atas BMD berupa Rumah Dinas diselesaikan 

melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Sanksi 

Pasal 56 

(1) Penghuni Rumah Dinas yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pejabat atau PNS Daerah yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan teguran tertulis 

kepada Pemegang Surat izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas oleh 

Pengelola Barang/Pengguna Barang: 

a. teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; 

b. teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari 

setelah teguran pertama; 

c. teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan 

paksa oleh aparat Pemerintah Daerah yang berwenang. 
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(3) Surat teguran pertama, kedua dan ketiga tembusanya disampaikan 

kepada Bupati, Pengelola Barang, dan Inspektur. 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 

(1) Permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukan dan 

telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya 

Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Terhadap permohonan penjualan yang telah diajukan sebelum 

berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat 'diproses berdasarkan 

Peraturan Bupati mi. 

(3) Terhadap persetujuan penjualan yang telah diterbitkan oleh Pengelola 

Barang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap 

berlaku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 12 Agustus 201.9 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 12 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 
NOMOR 28 



Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal i .209 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
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(3) Surat teguran pertama, kedua dan ketiga tembusanya disampaikan 

kepada Bupati, Pengelola Barang, dan Inspektur. 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 

(1) Perrnohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukan dan 

telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya 

Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Terhadap permohonan penjualan yang telah diajukan sebelum 

berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat 'diproses berdasarkan 

Peraturan Bupati mi. 

(3) Terhadap persetujuan penjualan yang telah diterbitkan oleh Pengelola 

Barang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap 

berlaku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 
r 
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NOMOR A 



LAMPIRAN I 

PEFtATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH 

DINAS DAERAH 

A. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS GOLONGAN I 

KOP SEKRETARIAT DAERAH  

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS GOLONGAN I 

Nomor •  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Memberikan izin kepada : 

1. Nama 

2. NIP 

3. Pangkat 

4. Jabatan 

5. Instansi 

6. Jumlah keluarga   Orang, sebagai berikut: 

No. Nama An.ggota 

Keluarga 

L/P Tempat/Tgl Lahir Hubungan 

Keluarga 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

Ket : L = laki-laki, P = perempuan 

Untuk menempati rumah dinas yang berlokasi : 

- Alamat Rumah 
- RT/RW 
- Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten/ Kota 
- Luas 



Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat , berkewajiban mentaati ketentuan - 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Penghuni berkewajiban : 

a. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera 

ditempati selambat- lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 

b. Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan penarikan kembali SIP Rumah 

Dinas adalah wewenang Bupati Kotawaringin Barat; 

c. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan bangunan termasuk 

halaman/perlen.gkapan dengan sebaikbaiknya dan mengembalikan dalam 

keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila 

Rumah Dinas tidak ditempati lagi oleh penghuni; 

d. Memelihara kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan; 

e. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penghunian Rumah Dinas dan membayar biaya pemakaian daya 

listrik, telepon, air dan atau gas. 

f. Pemegang SIP Rumah Dinas bertanggung jawab atas segala biaya untuk 

memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat 

kesalahan/kelalaiannya. 

g. Pemegang SIP Rumah Dinas bertanggung jawab atas segala biaya untuk 

memperbaiki kerusalcan yang terjadi sebagai akibat 

kesalahan/kelalaiannya. dan 

h. Menyerahkan kembali rumah dinas kepada Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan apabila SIP 

berakhir dan/atau dicabut, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam 

bentuk apapun. 

2 Penghuni dilarang : 

a. Memindahkan hak SIP Rumah Dinas, memindahtangankan dan/atau 

menyewakan dalam bentuk apapun bail( sebagian atau seluruh rumah 

Dinas kepada pihak lain; 

b. Mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik 

permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan 

c. Mengubah fungsi rumah. 

a Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama masih 

menduduki jabatan tertentu clan SIP berakhir apabila: 



a. Pindah tugas; 

b. Tidak lagi menduduki jabatan tertentu; 

c. Mengundurkan din; 

d. Meninggal dunia; dan 

e. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 

nomor 3 dalam SIP ini; 

4. Pemegang SIP tidak bisa meminta kompensasi atas biaya yang telah 

dikeluarkan aldbat pemberian izin penambahan atau perubahan bangunan 

sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf b; 

5. Penambahan dan/atau perubahan bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah; 

6. Apabila Penghuni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

nomor 1 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, maka 

akan dikenakan sanksi pencabutan SIP. 

Demildan Surat Izin Penghunian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

a.n. Bupati Kotawaringin Barat 
Sekretaris Daerah 

Selaku 
Pengelola Barang, 

Nama•  
NIP  

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Bupati Kotawaringin Barat; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat; 
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat: 

Up. Kepala Bagian Umum; 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

b. Kepala Bidang Akuntansi; 
c. Kepala Bidang Aset. 

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 



B. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS GOLONGAN II dan III 

KOP SKPD  

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS GOLONGAN II/III *) 

Nomor : 

Kepala SKPD  

Memberikan izin kepada  

1. Nama 
2. NIP 
3. Tempat dan Tanggal Lahir 
4. Instansi tempat bekerja 
5. Jabatan 
6. Pangkat/Golongan 
7. Masa Kerja 
8. Nomor Telepon Rumah/HP 
9. Susunan Keluar a se aris lurus : 
No. Nama L/P Umur (Tahun) Hubungan 

Keluarga 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

Untuk menempati rumah dinas :  

a. Letak :  

Jalan/Nomor 

- Kelurahan/Desa RT/RW 

- Kecamatan 

- Kabupaten/Kota Provinsi 

b. Luas Bangunan 

c. Luas Tanah 

d. Konstruksi 

e. Golongan Rumah Dinas 

f. Tercatat Pada 

g. Mulai menempati rumah 

: Kotawaringin Barat/  
: Kalimantan Tengah 

m2 
m2 



Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, berkewajiban mentaati ketentuan - ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera 

ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 

2. Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan penarikan kembali SIP Rumah 

Dinas adalah wewenang Bupati Kotawaringin Barat melalui Pembantu Pengelola; 

3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib 

membayar Sewa Rumah Dinas setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku 

dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pengelolaan 

Rumah Dinas Daerah; 

4. Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dani 

pokok setiap bulan keterlambatan; 

5. Keterlam.batan pembayaran Sewa Rumah Dinas sarnpai dengan 6 (enam) bulan 

berturut-turut, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa pencabutan Surat Izin 

Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus 

dipenuhi oleh penghuni; 

6. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan bangunan termasuk halaman/ 

perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik 

kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila Rumah Dinas tidak 

ditempati lagi oleh penghuni; 

7. Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan 

tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, alih fungsi, disewakan/dikontrakkan 

maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini; 

8. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak 

melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, 

pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan penghuni meninggal Dunia; 

9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa izin/ 

persetujuan Bupati Kotawaringin Barat dan apabila terdapat perubahan bangunan 

maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan dengan luas 

dan konstruksi bangunan; 



10. Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian 

pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di 

dalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh 

pemegang SIP Rumah Dinas; 

11. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 

tanggal s.d  , selanjutnya harus diajukan permohonan SIP 

perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Kotawaringin Barat; 

12. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan selama instansi-instansi terkait 

masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; 

13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat 

yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati 

Kaotawaringin Barat melalui Pengelola untuk melakukan pengecekan rumah dinas 

maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan SIP yang aslinya dan 

memberikan keterangan yang benar; 

14. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan 

perundan.g-undangan yang berlalcu dapat menyebabkan dicabut SIP rumah 

dinas ini; 

15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar 

aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip 

lembar 8 s.d. berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, 

sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas. 

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
KEPALA SKPD 

SELAKU 
PENGGUNA BARANG, 

Nama•  
NIP.  

Ash i dan i Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan kepada  

di  untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 



Salinan disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Kotawaringin Barat; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat; 
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat: 

Up. Kepala Bagian Umum; 
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat; 
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin 

Barat; 
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat 

a. Kepala Bidang Akuntansi; 
b. Kepala Bidang Aset. 

9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
11. Yang bersangku tan 
12. Arsip. 

Catatan : 
*) Coret yang tidak perlu 



C. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN BAGI JANDA/DUDA/ANAK KANDUNG 

KOP SEKRETARIAT DAERAH 

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS 

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Nomor: 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Memberikan izin kepada : 

1. Nama 

2. Tempat dan Tanggal Lahir 

3. Pekerjaan 

4. Nomor Telepon Rumah/HP 

Yang merupakan Janda/Duda/Anak Kandung (Ahli Waris yang Sah) dan i Aim. 

a. Instansi tempat bekerja terakhir Alm. 

b. Nomor dan Tanggal Akta/Surat Kematian : 

Susunan Keluarga (segaris lurus ) 

No. Nama L/P Umur (Tahun) Hubungan 

Keluarga 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

Untuk menempati rumah dinas : 

a. Letak : 

- Jalan/Nomor 

RT/RW 

Kelurahan/Desa 

- Kecamatan. 

- Kabupaten/Kota : Kotawaringin Barat/  



b. Luas Bangunan   m2 

c. Luas Tanah   m2 

d. Konstruksi 

e. Golongan Rumah Dinas 

f. Tercatat Pada 

g. Mulai menempati rumah 

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera 

ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 

2. Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan penarikan kembali SIP Rumah 

Dinas adalah wewenan.g Bupati Kotawaringin Barat; 

3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib 

membayar Sewa Rumah Dinas (Retribusi) setiap bulannya sesuai ketentuan 

yang berlaku dengan Peraturan. Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara 

Pengelolaan Rumah Dinas Daerah; 

4. Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dani 

pokok setiap bulan keterlambatan; 

5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Dinas sampai dengan 6 (enam) bulan 

berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIP tanpa 

mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni; 

6. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan bangunan termasuk halaman/ 

perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik 

kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila Rumah Dinas tidak 

ditempati lagi oleh penghuni; 

7. Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan 

tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, alih fungsi, disewakan/dikontrakkan 

maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan SIP ini; 

8. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak 

melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, 

pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

penghuni meninggal Dunia; 



9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa Izin/ 

persetujuan Bupati Kotawaringin Barat dan apabila terdapat perubahan 

bangunan maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan 

dengan luas clan konstruksi bangunan; 

10. Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian 

pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di 

dalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh 

pemegang SIP Rumah Dinas; 

11. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 

tanggal s.d.  , selanjutnya hams diajukan permohonan SIP 

perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Kotawaringin Barat; 

12. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan selama instansi-instansi terkait 

masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; 

13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat 

yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati 

Kotawaringin Barat melalui Pembantu Pengelola untuk melakukan pengecekan 

rumah dinas maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan SIP yang 

aslinya dan memberikan keterangan yang benar; 

14. Pelan.ggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP rumah 

dinas ini; 

15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar 

aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip 

lembar 8 s.d. berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, 

sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas. 

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

SEKRETARIS DAERAH 

SELAKU 

PENGELOLA BARANG, 

Nama:  

NIP.  



Ash i dan i Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan kepada  

di  untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Salinan disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Kotawaringin Barat; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat; 
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat: 

Up. Kepala Bagian Umum; 
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat; 
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin 

Barat; 
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat 

a. Kepala Bidang Akuntansi; 
b. Kepala Bidang Aset. 

9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
11. Yang bersangkutan 
12. Arsip. 

Catatan : 
*) Coret yang tidak perlu 



D. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN BAGI PENSIUNAN PNS KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BAFtAT 

KOP SEKRETARIAT DAERAH  

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS 

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Nomor: 

Memberikan izin kepada :  

1. Nama 

2. NRP 

3. Tempat dan Tanggal Lahir 
4. Instansi tempat bekerja terakhir 
5. Nomor dan Tanggal SK Pensiun 
4. Nomor Telepon Rumah/HP 
6. Susunan Keluarga (segaris 

No. Nama L/P Umur (Tahun) Hubungan 

Keluarga 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

Untuk menempati rumah dinas : 

a. Letak : 

Jalan/Nomor 

- RT/RW 

- Kelurahan/Desa 

- Kecamatan 

- Kabupaten/Kota : Kotawaringin Barat/  

- Provinsi : Kalimantan Tengah 

b. Luas Bangunan   m2 

c. Luas Tanah   m2 

d. Konstruksi 

e. Golongan Rumah Dinas 

f. Tercatat Pada 

g. Mulai menempati rumah 



Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera 

ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 

2. Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan penarikan kembali SIP Rumah 

Dinas adalah wewenang Bupati Kotawaringin Barat; 

3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib 

membayar Sewa Rumah Dinas (Retribusi) setiap bulannya sesuai ketentuan 

yang berlaku dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara 

Pengelolaan Rumah Dinas; 

4. Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dani 

pokok setiap bulan keterlambatan; 

5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Dinas sampai dengan 6 (enam) bulan 

berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin 

Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus 

dipenuhi oleh penghuni; 

6. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan bangunan termasuk halaman/ 

perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan balk 

kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila Rumah Dinas tidak 

ditempati lagi oleh penghuni; 

7. Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan 

tidal( diperbolehkan untuk keperluan lain, alih fungsi, disewakan/dikontrakkan 

maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini; 

8. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak 

melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, 

pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

penghuni meninggal Dunia; 

9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa Izin/ 

persetujuan Bupati Kotawaringin Barat dan apabila terdapat perubahan 

bangunan maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan 

dengan luas dan konstruksi bangunan; 



10. Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian 

pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal bercliam bersama 

didalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh 

pemegang SIP Rumah Dinas; 

11. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 

tanggal s.d  , selanjutnya harus diajukan permohonan SIP 

perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Kotawaringin Barat; 

12. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan selama instansi-instansi terkait 

masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; 

13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat 

yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati 

Kotawaringin Barat melalui Pembantu Pengelola untuk melakukan pengecekan 

rumah dinas maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan Surat 

Izin Penghunian (SIP) yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya; 

14. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP rumah 

dinas 

15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas miik/yang dikuasai Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar 

aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip 

lembar 8 s.d. berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, 

sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas. 

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
SEKRETARIS DAERAH 

SELAKU 
PENGELOLA BARANG 

Nama•  
NIP.  

Ash i dan i Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan kepada  

di  untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 



Salinan disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Kotawaringin Barat; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat; 
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat: 

Up. Kepala Bagian Umum; 
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat; 
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin 

Barat; 
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat 

a. Kepala Bidang Akuntansi; 
b. Kepala Bidang Aset. 

9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
11. Yang bersangkutan 
12. Arsip. 

Catatan : 
*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH 

DINAS DAERAH 

KOP SEKRETARIAT DAEFtAH 

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN 

RUMAH DINAS MILIK 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BAFtAT 

Nomor:  

Pada hari ini  Tanggal Bulan  Tahun , kami 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Narna 

J abatan 

Alamat 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.  

2. Nama 

Alamat 

Tempat/Tanggal Lahir 

Pekerjaan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama din sendiri, untuk selanjutnya dalam 

perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat 

untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Rumah Daerah miik 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan : 

a Letak : 

Jalan/Nomor 

- RT/RW 

- Kelurahan/Desa 

- Kecamatan 



Kabupaten/Kota : Kotawaringin Barat/  

Provinsi : Kalimantan Tengah 

b. Luas Bangunan m2 

c. Luas Tanah m2 

d. Konstruksi 

e. Golongan Rumah Dinas 

f. Tercatat Pada 

g. Mulai menempati rumah 

Dengan. ketentuan - ketentuan sebagai berikut : 

BAB I 

DASAR HUKUM 

Pasal 1 

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, 

Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

373/KPTS/M /2001 tentang Sewa Rumah Negara; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.... Tahun 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Nomor ); 



8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor •  

Tahun  tentang Tata cara Pengelolaan Rumah Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Nomor 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1). Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam 

Pengelolaan serta mengoptimalkan pendayagunaan aset milik Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat; 

(2). Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam 

memanfaatkan Rumah Dinas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat sebagaimana dimaksud isi perjanjian di atas. 

EtAB Ill 

OBJEK PERJANJIAN 

Pa sal 3 

Objek perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas berupa : 

Tanah seluas m2 

Rumah Dinas seluas   m2 

- Terletak di 

Dengan kondisi yang sudah diketahui oleh PIHAK KEDUA. 

BAB IV 

JANGKA WAKTU 

Pasal 4 

(1). Jangka waktu Perjanjian ini   ) Tahun terhitung sejak 

tanggal  sampai dengan selanjutnya pengajuan 

perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya 

Perjanjian Sewa-Menyewa ini; 

(2). Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan memutuskan perjanjian ini 

sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan 

tertulis kepada pihak yang lain. 



BAB V 

BIAYA SEWA 

Pasal 5 

(1). Biaya sewa Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebesar Rp. 

 

) per bulan dan 

 

pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 

KESATU pada saat penandatanganan perjanjian sewa menyewa berlangsung 

melalui bendahara penerima (Nama SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat 

untuk selanjutnya disetorkan kepada Rekening kas Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

(2). Keterlambatan dalam membayar Sewa Rumah Dinas Daerah, dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dan i pokok setiap 

bulan keterlambatan dan keterlambatan pembayaran sewa sampai dengan 6 

(enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa 

pembatalan perjanjian sewa tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang 

masih harus dipenuhi oleh penghuni. 

BAB VI 

KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Pasal 6 

PIHAK KESATU wajib : 

(1). Menanggung dan menjamin rasa aman hak PIHAK KEDUA untuk menempati 

selama waktu perjanjian; 

(2). Menjamin PIHAK KEDUA tidak akan dapat tuntutan/gugatan dan/atau 

rintangan dan i pihak lain menyangkut kepemilikan tentang pemakaian/ 

penggunaan Rumah Dinas Daerah yang disewakan. 

Pasal 7 

PIHAK KEDUA wajib :  

(1). Membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada PIHAK 

KESATU sesuai yang ditentukan; 

(2). Menjaga keutuhan objek perjanjian sewa - menyewa dimaksud dani 

pemanfaatannya; 

(3). Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dani 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila sewaktu-waktu memasuki 

area objek yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan 

kepatuhan penggunaannya; 



(4). Memperlihatkan perjanjian sewa menyewa yang aslinya dan memberikan 

keterangan apa adanya jika pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati 

Kotawaringin Barat melakukan pengecekan rumah dinas. 

(5). M em elihar a kebersihan dan keindahan bangunan termasuk 

halaman/perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalarn 

keadaan balk kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila Rumah 

Dinas Daerah tidak ditempati lagi oleh penghuni. 

(6). Kerusakan-kerusakan rumah daerah yang ditimbulkan karena kelalaian 

penghuni, biaya perbaikannya ditanggung sepenuhnya oleh penghuni Rumah 

Dinas Daerah; 

Mengembalikan objek perjanjian dalarn keadaan kosong seperti semula dan 

terawat dengan balk serta tanpa beban biaya apapun apabila jangka waktu 

sewa menyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik oleh PIHAK 

KESATU maupun PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak menanggung risiko atau 

biaya yang ditimbulkan akibat pengosongan dimaksud. 

BAB VII 

LARANGAN 

Pasal 8 

Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA dilarang untuk : 

(1). membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa 

izin/persetujuan Bupati Kotawaringin barat dan apabila terdapat perubahan 

bangunan maka akan menambah biaya sewa yang disesuaikan dengan 

luas dan konstruksi bangunan; 

(2). Memindahtangankan, mengubah fungsi/menyewa/ mengontrakkan kembali, 

menjaminkan / menggadaikan / menganggunkan atau melakukan transaksi 

apapun terhadap objek perjanjian kepada pihak lain. 

Pasal 9 

Apabila PIHAK KEDUA selama masa menyewa berlangsungan tidak mentaati 

ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU 

berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambil langkah-langkah pengamanan 

atas Rumah Dinas Daerah dimaksud secara sepihak dan semua risiko serta segala 

akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

(7)- 



Pasal 10 

Apabila dikarenakan sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa menyewa 

hingga waktu sewa menyewa berakhir dan/atau terjadi pemutusan sepihak atas sewa 

menyewa yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA karena melanggar Pasal 7 clan Pasal 8, 

maka PIHAK KESATU tidak ada kewajiban mengembalikan sisa uang sewa yang sudah 

dibayarkan kepada PIHAK KESATU. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 

PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa tanah dan bangunan Rumah 

Dinas Daerah dimaksud yang harus didahului permohonan baru dan i PIHAK 

KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang 

berwenang, maka proses sewa menyewa dapat dijalankan. 

Pasal 12 

(1). Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu kejadian di luar jangkauan 

PIHAK KEDUA yaitu peperangan, pemogokan, kebakaran yang bukan karena 

kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA, epidemi, clan bencana alarn seperti banjir dan 

gempa bumi, 

(2). Jika terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA harus membertahukan secara 

tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak terjadinya force majeure, demikian pula apabila force majeure 

telah berakhir, 

(3). Harus ada kaitan sebab akibat antara force majeure dengan tidak dapat 

dilaksanakan kewajiban oleh PIHAK KEDUA sebagaimana telah 

diperjanjikan/tercantum dalarn surat perjanjian mi. 

BAB IX 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 13 

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dengan 

mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dan i Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), akan diselesaikan secara musyawarah, apabila jalan 

musyawarah tidak terjadi mufakat para pihak sepakat memilih tempat kedudukan 

hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri  



Pasal 14 

Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjian sewa 

menyewa ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perubahan 

perjarijian mi. 

Demikian Surat Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh 

kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan rangkap kedua 

ditandatangani di atas meterai cukup dan mempunyai kelcuatan hukum yang sama. 

PIHAK KESATU 

SEKRETARIS DAERAH 

PIHAK KEDUA SELAKU 

PENGELOLA BARANG 

( ) 

NIP  

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
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